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ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan satu dari beberapa jenis Pajak yang merupakan salah satu sumber
penerimaan Negara yang utama bagi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran Rakyat. Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 34
Tahun 2016. Dimana Dalam setiap peralihan hak yang dilakukan oleh wajib pajak akan dikenakan
Pajak Penghasilannya, namun ada peralihan hak yang dikecualikan dari pengenaan dan Pemungutan
Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor 30/PJ/2009
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